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Abstract

Muamalah in the Islamic context requires fellow human beings to cooperate and relate to
each other to increase benefit and not cause harm to each other. The debt receivables
agreement is intended to help each other among fellow human beings, tosolvean problem
and facilitate the continuity of his life. The purpose of this study is to analyze the borrowing
of community business loans in the BUMDes unit " Loh Jinawi" Candipari Village, Porong
District, Sidoarjo Regency based on a review of Islamic law. This research is a field research
(field research). The research used is qualitative research, where the author conducts
research by looking for direct data in the field to understand comprehensively how the
implementation of business credit loans in the community in the BUMDes unit "Loh
Jinawi" Candipari Village, Porong District, Sidoarjo District viewed from Islamic law.
The results of the research obtained by the researchers showed that the practice or
mechanism of community business credit loans in the BUMDes unit "Loh Jinawi"
candipari village, Porong district, Sidoarjo Regency, found that there was interest interest
charged to borrowers or debtors. So according to the clerics' adherents of madzhab imams,
if in a contract of debts there is an additional element or interest then the law is illegitimate.
Keywords: Islamic Law, Business Credit and BUMDes

Abstrak

Muamalah dalam konteks Islam mengharuskan sesama manusia untuk saling
bekerjasama dan berhubungan untuk meningkatkan kemaslahatan dan tidak
menimbulkan kemudlaratan bagi satu sama lainnya. Akad utang-piutang
ditujukan untuk saling menolong diantara sesama manusia, membantu
penyelesaian  segala masalah dan mempermudah keberlangsungan
kehidupannya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa pinjama kredit
usaha masyarakat di unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari Kecamatan
Porong Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research). Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penulis melakukan penelitian
dengan mencari data langsung di lapangan untuk memahami secara
komprehensif terkait bagaimana implementasi pinjaman kredit usaha pada
masyarakat di unit BUMDes “Loh Jinawi” desa Candipari kecamatan Porong
kabupaten Sidoarjo ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian yang didapatkan
oleh peneliti menunjukkan praktek atau mekanisme pinjaman kredit usaha
masyarakat di unit BUMDes “Loh Jinawi” desa Candipari kecamatan Porong
Kabupaten Sidoarjo ditemukan adanya bunga pinjaman (interest) yang
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dibebankan kepada peminjam atau debitur. Sehingga hal tersebut menurut
kalangan ulama’ penganut imam madzhab, jika dalam suatu akad utang-piutang
terdapat unsur tambahan atau bunga maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kredit Usaha dan BUMDes

PENDAHULUAN

Manusia dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya acapkali
mendapati permasalahan kekurangan dana atau modal. Hal itu
dikarenakan terdapat kebutuhan tertentu yang membuat manusia untuk
membelanjakan dana atau modal yang lebih besar daripada
pendapatannya (Ramadhan, 2017: 1-2). Terlebih pada dunia globalisasi saat
ini, manusia dihadapkan dengan suatu permasalahan yang kompleks,
sehingga harus tetap berusaha secara keras demi kelangsungan hidupnya
(Mursid dan Nurhisam, 2022: 50). Upaya untuk mencukupi kebutuhan
manusia yang cukup mendesak berdasarkan fakta tersebut, Islam dengan
hukum mu’amalahnya telah melegitimasi utang-piutang atau pinjam-
meminjam dengan konsekuensi peminjam atau penghutang wajib untuk
mengembalikannya (Agustinar dan Rini, 2018: 144). Mu’amalah dalam
konteks Islam mengharuskan sesama manusia untuk saling bekerjasama
dan berhubungan untuk meningkatkan kemaslahatan dan tidak
menimbulkan kemudlaratan bagi satu sama lainnya (Suryani, 2022: 133).

Akad utang-piutang ditujukan untuk saling menolong diantara
sesama manusia, membantu penyelesaian segala masalah dan
mempermudah keberlangsungan kehidupannya (Chairuman Pasaribu dan
Suhrawardi K. Lubis, 1994: 136). Sehingga untuk menjalankan prinsip
toling menolong antar sesama manusia yang mengalami kesulitan, maka
bantuan tersebut harus dialokasikan dengan tujuan yang bukan
menguntungkan  diri  sendiri ataupun  mengharuskan  untuk
mengembalikan dana yang berlebih dari dana yang telah diterimakan,
sebab hal itu sangat bertentangan dengan perintah Allah SWT sesuai
dengan ketentuan syari’at Islam (Nadhiroh, 2015: 1152)

Dari kegiatan transaksi utang-piutang tersebut banyak terjadi
persoalan-persoalan baru yang harus dituntaskan agar dalam praktek dan
implementasinya tidak merugikan salah satu pihak, tidak mengandung
unsur penipuan dan mengandung unsur riba yang dilarang syari’at Islam
(Rofiullah et al., 2021: 37). Jika tidak, maka sistem itu secara tidak langsung
akan mencekik pihak-pihak yang membutuhkan dana atau modal sebagai
barang atau dana dalam pengembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan
hidupnya (Nurjaman dan Anwar, 2022: 2).

Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut telah
memunculkan beberapa penelitian terdahulu. Seperti penelitian terkait
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Utang-Piutang dengan
Penambahan dari Hasil Panen Padi, yang hasilnya pelaksanaan utang-
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piutang ini tidak memenuhi rukun dan syarat al-Qardh (Agustinar dan Rini,
2018: 166). Selanjutnya penelitian terkait Analisis Hukum Islam terhadap
Akad Utang-Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar,
yang hasilnya praktek tersebut tidak selaras atau tidak berkaitangan
dengan hukum Islam (Ramadhan, 2017: 9-10). Dilanjutkan penelitian
terkait Telaah Hukum Islam terkait mekanisme Utang-Piutang pada Sistem
Jjo (Ngijo), yang hasilnya kontrak tidak sah sehingga tidak sesuai dengan
Hukum Islam (Nadhiroh, 2015: 1165-1166).

Hal senada juga terdapat dalam penelitian terkait Tinjauan Hukum
Islam terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon
Mojokerto), yang hasilnya bahwa arisan bersyarat haram hukumnya
karena bersifat wajib berhutang walau tidak sedang membutuhkan dan
syarat pengembalian hutang wajib ditambahkan yang selaras dengan
ketetapan pengelola arisan (Sari, 2015: 1064). Dilanjutkan penelitian terkait
Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Masyarakat Desa Sidomojo
Krian Sidoarjo tentang Pinjaman pada Bank Titil dan Rentenir, yang
hasilnya diketahui bahwa berdasarkan pengalaman yang ada, tiga nasabah
bank titil bersepakat mengharamkan bunga bank dengan alasan tidak
sesuai dengan hukum Islam walaupun dalam kondisi terpaksa atau darurat
(Nisa, 2019: 91).

Bersesuaian dengan latar belakang serta penelitian terdahulu yang
telah dianalisis oleh peneliti, maka pada penelitian ini penulis memiliki
tujuan untuk menganalisis terkait mekanisme dalam praktek akad atau
kontrak yang digunakan pada pinjaman kredit usaha masyarakat yang
telah dilakukan di unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari Kecamatan
Porong Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum Islam.

KAJIAN LITERATUR
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI)
Nomor 39 Tahun 2010 yang mengatur tentang keberadaan Badan Usaha
Milik Desa yang disingkat BUMDes, BUMDes adalah suatu entitas usaha
milik desa yang diadakan atau didirikan oleh pemerintah desa yang mana
pengelolaan modal serta kepemilikannya dijalankan pemerintah desa serta
masyarakat. BUMDes dapat menjadi wadah bagi segala UMKM yang
berkembang di suatu pedesaan. Oleh karena itu, BUMDes dapat disusun
dari jenis klasifikasi usaha bisnis yang berbeda, sebagaimana terlihat pada
struktur keorganisasian BUMDes yang mempunyai 3 (tiga) unit usaha
bisnis, terdiri dari bidang Produksi, bidang Keuangan dan bidang
Perdagangan (Permendagri, 2016).

Pengelolaan BUMDes harus mengadopsi prinsip kerjasama,
partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan, serta
melaksanakan mekanisme tolong menolong dan swadaya berbasis anggota
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secara kompeten dan mandiri. Berkaitan adanya hal tersebut, untuk
mengembangkan BUMDes dibutuhkan informasi yang akurat tentang
kearifan lokal suatu pedesaan, termasuk karakteristik sosio-culture
masyarakat dan potensi pasar dari suatu barang dan jasa (produk) yang
akan diciptakan (UU No. 32 Tahun 2004, 2004).

BUMDes didirikan untuk memberikan manfaat bagi pemangku
kepentingan di wilayah desa, yaitu: memaksimalkan potensi ekonomi desa,
mengoptimalkan pendapatan asli desa (PADes), memaksimalkan peluang
yang ada di desa sesuai kepentingan masyarakat serta sebagai penggerak
pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa. BUMDes didirikan
berdasarkan prakarsa masyarakat dan berpegang pada prinsip
kemandirian. Artinya, realisasi modal BUMDes harus berasal dari
masyarakat. Meski begitu, BUMDes masih bisa mengajukan pinjaman
modal dari lembaga eksternal, seperti pemerintah desa atau pihak ketiga
(UU No. 32 Tahun 2004, 2004).

Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat

Kredit adalah akad meminjam atau hutang yang diterimakan oleh
pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Inilah yang dinamakan
dengan kredit, yaitu sesuatu yang diterimakan secara bertahap, baik dalam
posisi jual-beli dan pinjam-meminjam. Pada lembaga keuangan Islam,
kredit disebut pembiayaan. Pembiayaan mengacu pada waktu ketika
peminjam diharuskan untuk membayar kembali utangnya setelah jangka
waktu tertentu, untuk memberikan kompensasi uang atau yang setara
dengan uang kertas atau pembagian keuntungan, sesuai dengan perjanjian
pinjaman atau kesepakatan pada bank atau lembaga keuangan non-bank
lainnya maupun pihak lainnya yang mengharuskan pihak peminjam agar
menuntaskan kewajiban utangnya dalam tenor tertentu dengan bagi hasil
atau imbalan (Gatot Supramono, 2013: 9).

Kredit Usaha Masyarakat (KUM) adalah kredit atau peminjaman
yang diperuntukkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam wujud penerimaan modal kerja dan investasi yang
ditunjang oleh fasilitas penjaminan bagi UMKM yang produktif dan sesuai
atau layak (feasible) tetapi memiliki keterbatasan dalam melengkapi
persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Kemudian untuk
jaminan KUM dilaksanakan dari berbagai tahap, yaitu tahap permohonan
pinjaman, tahap review dan analisis pinjaman, tahap pengambilan
keputusan pinjaman, tahap kesepakatan pinjaman dan tahap likuiditas
pinjaman. Sebelum tahap kesepakatan pinjaman, calon peminjam harus
melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga
keuangan (Hutauruk et al., 2022: 566).

Program KUM merupakan suatu program pemerintah untuk
mengoptimalkan fasilitas pinjaman kepada pelaku UMKM yang dicairkan
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lewat lembaga keuangan bank maupun non-bank dengan syarat
penjaminan. Program KUM ditujukan guna memberikan kekuatan atau
kapabilitas permodalan UMKM sebagai realisasi program mempercepat
pengembangan sektor riil dan memberdayakan UMKM. Adapun unsur-
unsur kredit meliputi: kreditur, debitur, kredibilitas, perjanjian, tenor,
resiko dan imbalan jasa. Adanya tujuan program pemberian pinjaman
secara umum oleh lembaga keuangan dan juga program untuk masyarakat
guna mensejahterakan masyarakat serta tercipta pemerataan ekonomi
(Kasmir, 2012: 83-85).

Hukum Islam tentang Utang-Piutang (Qardh)
Menurut etimologi atau bahasa, gardh berasal dari kata “al-qat” yang
memiliki makna potongan. Sedangkan berdasarkan pada terminologi atau
istilah, gardh adalah memberikan harta atau uang kepada peminjam dengan
mengharuskan pengembalian sejumlah harta atau uang yang dipinjam
tersebut (Wahbah az-Zuhaili, 2007: 373). Pendapat dari Sayyid Sabiq, gardh
adalah aset atau uang yang disalurkan oleh pemberi utang atau kreditur
(mugqrid) kepada peminjam atau debitur (mugtarid), yang selanjutnya
diberikan kembali kepada mugrid sesuai jumlah yang diperoleh mugtarid
saat ia telah bisa untuk mengembalikan atau membayarkannya (Sabiq,
1987:182).
Praktek utang-piutang (gardh) telah diperbolehkan dalam Islam,
karena digunakan untuk menolong orang yang sedang memerlukan.
Dalam al-Qur'an telah dipaparkan sehingga menjadi dasar hukum gardh.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:
yéo C)ﬁ’}""} L..a»jum'ﬂr ju{b\ap\'r-\s Mubjﬁrﬂr&ﬂd,\fsw

Artinya :”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), Maka Allah
SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezeki)
dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Bagarah: 245)

Kalangan ulama Malikiyah berasumsi bahwa akad gardh yang
menghasilkan profitabilitas adalah tidak sah sebab itu termasuk riba yang
dilarang syari’at Islam. Sehingga mengambil keuntungan dari properti atau
harta peminjam, seperti halnya mengendarai hewan pinjaman yang juga
haram hukumnya (Al-Jazairi, 2003: 545-546).

Menurut etimologi atau Bahasa, riba berasal dari kata “az-ziyadah”
yang berarti tambahan. Sebab diantara salah satu kategori riba ialah
meminta tambahan dari harta atau uang yang diberikan. Sehingga secara
hukum Islam, kegiatan riba adalah haram. Dari pendapat berbagai ulama’
telah menegaskan bahwa diharamkannya riba sebab hal itu banyak
merugikan para pihak yang ikut terlibat. Kegiatan riba ialah meminta suatu
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tambahan atau manfaat dari harta atau uang yang diberikan. Adajuga yang
menjelaskan itu dengan istilah “berbunga” sebab diantara salah satu
kegiatan riba ialah dengan menjadikan harta atau uang maupun yang
lainnya ketika dipinjamkan kepada orang lain secara berlebih (Ismail
Nawawi, 2012: 69).

Riba juga dilarang oleh berbagai agama, seperti Yahudi, Kristen dan
Islam sebab hal itu telah dianggap berbahaya. Haramnya riba telah banyak
disebutkan dari sumber penjelasan dalam al-Qur'an maupun Hadits.
Seperti hadits dari Abdullah Ibnu al-Mas'ud yang memaparkan tentang
riba. Dari Ibnu al-Mas'ud, beliau berkata: o

o e A o 5 008 e o5
Artinya: “Dari Jabir r.a. ia berkata: “Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang
yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi

makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya
(HR. Muslim, No. 2994) (Abu Isa at-Tirmidzi, 2005: 512).

Sedangkan menurut sebagian ulama kontemporer, antara lain Syekh
Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul
Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut telah memaparkan jika adanya bunga
bank dalam simpanan dan pinjaman nasabah adalah boleh (mubah) serta
tidak tergolong pada kategori riba yang diharamkan. Sebab jika bunga bank
diharamkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru,
seperti kemacetan dan kelesuhan ekonomi dalam suatu tatanan masyarakat
secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kegiatan perniagaan hanya dapat
dicapai dan dibenarkan apabila kedua pihak saling ridla dan sepakat antara
satu sama lain. Dasar hukum dari pendapat tersebut, sebagaimana firman
Allah SWT dalam QS. An-Nisa” ayat 29:

OB o) T T ¥y s Ll o B 05 of W) oy, S S04 586 ¥ Tyl 301 G
Y4 e K

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

(Husnul Hagq, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode
penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yangmana peneliti
melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung di
lapangan dengan tujuan memahami secara komprehensif terkait
bagaimana implementasi pinjaman kredit usaha pada masyarakat di unit
BUMDes “Loh Jinawi” desa Candipari kecamatan Porong kabupaten
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Sidoarjo ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini, teknik
pengumpulan data diterapkan dengan melakukan kegiatan wawancara
(interview) kepada pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat
yang termasuk peminjam kredit usaha di unit BUMDes, dengan tujuan
memperoleh informasi melalui tanya jawab tersebut, sehingga didapat data
yang relevan, konkret dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yang
dicari dan dikembangkan. Selanjutnya, sumber data pada penelitian ini
meliputi data primer dan data sekunder. Referensi yang bersumber dari
data primer meliputi Undang-undang, Peraturan Menteri, al-Qur'an dan
Hadits, serta data yang dikumpulkan melalui wawancara bersama pihak-
pihak yang ikut serta dan memiliki kontribusi dalam penelitian. Sedangkan
data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, seperti artikel jurnal,
laporan instansi, dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi
(keterkaitan) dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

BUMDes “Loh Jinawi” merupakan Badan Usaha Milik Desa
Candipari yang didirikan Pemerintah Desa Candipari pada tahun 2022.
Proses pembentukan BUMDes “Loh Jinawi” telah sesuai dengan regulasi
yang ada dengan diawali melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang
dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat dan
Karang Taruna. Melalui MUSDES tersebut, diputuskan dan disepakati
terbentuknya BUMDes, yang pada saat itu diberi nama BUMDes “Loh
Jinawi”.

Setelah disepakati, pembahasan selanjutnya adalah pembentukan
pengelola dan unit usaha yang akan dikelola oleh BUMDes sebagai tahap
awal. Adapun usaha yang disepakati pada pembentukan tersebut adalah
pendirian Pujasera yang diberi nama “Pandelegan Café & Resto”. Tercatat
hingga saat ini telah terdapat 2 (dua) unit usaha yang dikelola oleh
BUMDes Candipari, yaitu Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat dan Pujasera
Café & Resto.

Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa
Candipari

Dalam melangsungkan kegiatan pinjaman usaha kepada masyarakat,
BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari menyediakan berbagai kemudahan
dalam urusan keuangan bagi masyarakat desa yang membutuhkan dana
untuk pengembangan usaha atau keperluan lainnya. Tentunya melalui
salah satu unit BUMDes yang bergerak dalam bidang keuangan (financial)
berupa kegiatan pemberian pinjaman kredit usaha masyarakat dan praktek
tersebut telah beroperasi selama 2 tahun. Kemudian dari kegiatan tersebut,
pihak pengelola unit BUMDes menawarkan berbagai keunggulan dari
produk yang dapat digunakan oleh masyarakat, diantaranya pilihan plafon
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dana pinjaman kredit usaha masyarakat yang hanya berkisar antara 2-10
juta rupiah per orang dengan syarat mampu dan sanggup mengembalikan
dana pinjaman beserta bunganya sesuai dengan akad atau kontrak diawal
yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya sebagai syarat memperoleh dana pinjaman kredit usaha
masyarakat tersebut, calon peminjam harus berdomisili atau warga desa
setempat yang ditunjukkan buktinya dengan adanya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau surat keterangan lainnya. Selain itu juga harus
memiliki sertifikat tanah atau bangunan sebagai jaminan atas dana yang
dipinjamnya. Dalam hal ini tidak berlaku untuk jenis jaminan lainnya,
seperti BPKB Kendaraan atau surat berharga lainnya. Karena pengelola
unit BUMDes tidak ingin menanggung resiko lebih dari kegiatan
pemberian pinjaman kredit usaha masyarakat tersebut. Intinya adalah
bagaimana caranya memperoleh tingkat keuntungan yang lebih dengan
sedikit menanggung resiko yang ada.

Tabel. 1
Data Plafon dan Tenor Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat

Nama Peminjam Plafon Pinjaman Tenor
Indra Wahyudi Rp. 60.000.000,- 2 Bulan
Tohir Rp. 10.000.000,- 12 Bulan
Samiadi Rp. 15.000.000,- 3 Bulan
Rianto Rp. 3.000.000,- 12 Bulan
Sri Muna Rp. 10.000.000,- 12 Bulan
Riasan Rp. 15.000.000,- 12 Bulan
Sukisman Rp. 4.000.000,- 12 Bulan
Lucky Rp. 5.000.000,- 12 Bulan
Saifudin Rp. 5.000.000,- 12 Bulan
Lingard Rp. 2.000.000,- 5 Bulan
M. Igbal Prasetya Rp. 5.000.000,- 12 Bulan
Sutikno Rp. 5.000.000,- 12 Bulan

Sumber: Data diolah 2020-2021

Dalam melakukan program pinjaman kredit usaha masyarakat ini,
unit BUMDes memberikan 2 (dua) pilihan terkait tenor angsuran. Pertama,
peminjam membayar cicilan atau angsuran selama 10 bulan atau 10 kali
dengan bunga sebesar 10% dan kedua, peminjam membayar cicilan atau
angsuran selama 12 bulan atau 12 kali dengan bunga sebesar 11%.
Kemudian terkait penentuan jumlah angsuran yang harus dibayarkan
peminjam tiap bulannya telah ditentukan oleh pengelola unit BUMDes
sebagai pihak yang memberikan pinjaman KUM telah sesuai kesepakatan
atau kontrak diawal melalui rekap buku cicilan atau angsuran peminjam.
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Tabel. 2
Data Identitas Peminjam Kredit Usaha Masyarakat
Nama Peminjam Jenis Kelamin Usia Keperluan

Indra Wahyudi  Laki-laki 40 Modal Jasa Kontraktor
Tohir Laki-laki 45 Modal Jualan Sayuran
Samiadi Laki-laki 50 Biaya Pernikahan

Rianto Laki-laki 43 Modal Produksi Tas Kulit
Sri Muna Perempuan 45 Modal Jualan Soto Ayam
Riasan Laki-laki 47 Modal Produksi Koper
Sukisman Laki-laki 51 Biaya Pernikahan

Lucky Laki-laki 29 Biaya Persalinan Istri
Saifudin Laki-laki 32 Biaya Khitanan

Lingard Laki-laki 28 Modal Jasa Jaringan WiFi
M. Igbal Prasetya Laki-laki 23 Pembayaran UKT
Sutikno Laki-laki 37 Modal Jual-Beli Motor

Sumber: Data diolah 2020-2021

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara sesuai
dengan tabel 2. terkait data identitas peminjam kredit usaha masyarakat di
atas, telah memaparkan beberapa informasi, seperti Nama Lengkap, Usia,
Jenis Kelamin dan Keperluan dalam melakukan pinjaman kredit usaha
masyarakat di unit BUMDes. Kemudian dari 12 data peminjam tersebut, 7
diantaranya menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan produktif atau
berwirausaha. Alasannya adalah sangat variatif, seperti tambahan modal
untuk usaha yang telah berjalan baik berupa pembelian bahan baku
maupun biaya operasional produksi lainnya yang harus segera dipenuhi
saat permintaan atau order meningkat. Selain itu, juga karena syarat dan
proses pencairan dana yang cepat mengingat entitas jasa keuangan
dibentuk untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat sehingga adanya
unit BUMDes menjadi solusi terbaik saat modal usaha atau biaya produksi
mengalami kekurangan. Selanjutnya untuk 5 diantaranya menggunakan
dana pinjaman untuk kegiatan konsumtif atau belanja. Alasannya
bermacam-macam, seperti untuk biaya hajatan keluarga (tasyakuran,
pernikahan, khitanan, dan sebagainya), biaya persalinan istri dan biaya
sekolah di perguruan tinggi.

Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa
Candipari ditinjau dari Hukum Islam

Dalam suatu konsepsi Islam, kegiatan utang-piutang adalah suatu
perjanjian (kontrak ekonomi) yang berisikan nilai fa'awun (saling
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membantu). Atas dasar tersebut, utang-piutang dapat juga dianggap
sebagai perbuatan sosial (mu’amalah), yang juga memiliki andil tersendiri
dalam sudut pandang syari’at Islam. Utang-piutang juga mempunyai nilai
yang sangat tinggi, terlebih dalam menolong mereka yang kemungkinan
kurang mampu atau membutuhkan dari segi finansial. Oleh karena itu,
tidak pantas dari siapapun untuk memperoleh profitabilitas dalam wujud
apapun dari perjanjian atau kontrak semacam itu. Karena esensinya,
kontrak utang-piutang ialah suatu perjanjian yang dimaksudkan guna
membantu dan menyalurkan bantuan untuk mereka yang sangat
memerlukan bantuan tersebut.

Realitanya beberapa dari kita bahkan di sekitar kita seringkali
melakukan kontrak tersebut, termasuk juga sebagian masyarakat desa
Candipari, bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada di desa lainnya.
Kemudian banyak juga dari Muslim yang masih terlibat dalam praktek
akad atau kontrak yang batil seperti itu. Dengan sebab untuk pemenuhan
suatu keperluan yang mendesak atau hanya sebagai pemenuhan keperluan
tambahan sekalipun. Adanya dalih atau pernyataan saling ridla atau
sepakat antara kedua pihak terkait tambahan dari uang yang dipinjam
seringkali dijadikan sebagai legitimasi dari suatu kegiatan yang pada dasar
hukumnya telah dilarang oleh syari’at Islam. Maka disinilah perlu
legitimasi ulang terkait adanya tambahan pinjaman dari total uang yang
dipinjam selama kurun waktu tertentu adalah hukumnya haram. Karena
hal semacam itu termasuk riba. Yang kemudian jika kegiatan tersebut tetap
dilakukan maka Allah SWT akan mempersempit rezekinya, mencabut
keberkahannya, dan melaknat kepada siapapun yang terlibat didalamnya.
Hal itu telah relevan dengan dalil al-Qur’an dan Hadits yang terdapat pada
bagian kajian literatur penelitian ini.

Dalam beberapa penelitian terdahulu juga telah menjelaskan dan
memperkuat pada pembahasan penelitian ini, seperti pelaksanaan utang-
piutang yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad utang-piutang
(al-Qardh) (Agustinar dan Rini, 2018: 166). Praktek utang-piutang yang
bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum Islam (Ramadhan, 2017: 9-
10). Kontrak utang-piutang tidak sah sehingga tidak sesuai dengan Hukum
Islam (Nadhiroh, 2015: 1165-1166). Telah dihukumi haram karena wajib
berhutang walau tidak sedang membutuhkan serta terdapat penambahan
uang pinjaman hanya berdasarkan ketentuan pengelola arisan (Sari, 2015:
1064). Dan kesepakatan mengharamkan bunga bank karena tidak sesuai
dengan hukum Islam walaupun dalam kondisi terpaksa atau darurat (Nisa,
2019: 91).

Sehingga dari beberapa kajian empiris tersebut telah mampu
melegitimasi bahwa masih banyak kegiatan utang-piutang dengan adanya
suatu tambahan seringkali ditemui di kalangan masyarakat bahkan di
pedesaan, yang masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
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Kemudian terkait persamaan penelitian ini jika dikorelasikan dengan
penelitian terdahulu, yaitu terdapat pada implementasi akad utang-
piutang (al-Qardh) yang berujung pada adanya tambahan pengembalian
dari uang yang dipinjam selama kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk
perbedaan penelitian ini dengan peneltian terdahulu, yaitu terdapat pada
jenis subyek yang memberikan pinjaman. Yang mana pada penelitian ini,
subyek yang memberikan pinjaman adalah BUMDes yang termasuk suatu
instansi atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan
maksud memaksimalkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Penulis berpendapat bahwa pelarangan riba berdasarkan pada efek
yang menjadi akibat dari penerapannya, yaitu sangat merugikan dan
menyengsarakan bagi siapapun yang menjalankannya. Karena mengarah
pada ketimpangan sosial, sebab jika tidak dilegalkan secara jelas dan tegas,
maka aset akan menumpuk di satu pihak saja. Dengan demikian rasa
keadilan yang dirasakan pada transaksi ekonomi Islam tidak terwujud.
Kemudian sisi lainnya, dapat membentuk karakter seseorang yang terlalu
malas untuk mencoba dan berupaya keras. Karena mereka cenderung terus
menerus mengandalkan tambahan pinjaman yang ditawarkan oleh
peminjam. Sehingga budaya mengeksploitasi orang lain semakin tidak
dapat dikontrol dan berkembang bebas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika setiap penambahan yang
termasuk dalam utang-piutang merupakan riba. Pengecualiannya, jika
pinjaman itu untuk bisnis dan peminjamnya adalah orang yang berada
pada kategori mampu (kaya), maka penambahan ini diperbolehkan. Tentu
saja, dengan penambahan yang rendah dan tidak akan menyebabkannya
melemah dan rusak hidupnya. Namun, jika terdapat orang yang meminjam
untuk mencukupi kebutuhan hidup yang paling dasar seperti kebutuhan
pangan maka tidak diperbolehkan membebankan tambahan sekalipun itu
kecil. Sebab itu mengandung unsur penganiayaan kepada sesama dan
termasuk riba yang diharamkan syari’at Islam.

Sedangkan pada kredit usaha masyarakat di unit BUMDes ini rata-
rata motif atau keperluan peminjaman uang atau dana adalah untuk
kegiatan-kegiatan produktif. Motifnya sebagai tambahan modal usaha
yang telah berjalan seperti untuk pembelian pupuk dan bibit tanaman bagi
petani, pembelian bahan baku produksi bagi pedagang makanan dan
minuman dan juga modal bagi usaha masyarakat lainnya. Selain itu, ada
juga yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan konsumtif. Seperti untuk
pembayaran SPP sekolah putra-putrinya di perguruan tinggi, bahkan
untuk tambahan pembelian barang ataupun keperluan pribadi sekalipun.
Kecuali untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia seperti sembako dan
kebutuhan pokok lainnya.

Sehingga dengan adanya unit BUMDes yang bergerak dalam bidang
jasa keuangan tersebut, sangat membantu dalam memberikan solusi atas
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perekonomian masyarakat di Desa Candipari, Kecamatan Porong,
Kabupaten Sidoarjo. Meskipun masyarakat desa setempat telah
menyepakati dalam forum Musyawarah Desa (MUSDES) terkait bentuk
dan model kegiatan salah satu unit BUMDes tersebut, tetap saja terdapat
bunga atau tambahan dari uang atau dana pinjaman yang disyaratkan
dalam tenor tertentu serta disertai dengan jaminan yang terkadang tidak
senilai dengan jumlah uang yang dipinjam. Rendahnya resiko yang
ditanggung oleh pengelola unit BUMDes dengan perolehan keuntungan
tinggi inilah yang menjadikan kegiatan pinjaman kredit usaha masyarakat
di unit BUMDes menjadi tidak sesuai dengan ketentuan syari'at atau
hukum Islam. Akan tetapi, dari hasil usaha unit BUMDes ini juga
kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)
yang dapat direalisasikan dalam bentuk program atau kegiatan pemerintah
desa Candipari yang juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat
desa tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti, terdapat kesimpulan jika praktek atau mekanisme pinjaman kredit
usaha masyarakat di unit BUMDes “Loh Jinawi” desa Candipari kecamatan
Porong Kabupaten Sidoarjo ditemukan adanya bunga pinjaman (interest)
yang dibebankan kepada peminjam atau debitur. Sehingga hal tersebut
menurut kalangan ulama’ penganut imam madzhab, yang pada suatu akad
utang-piutang terdapat unsur tambahan atau bunga maka hukumnya
haram. Sedangkan menurut sebagian ulama’ kontemporer bahwa hal
tersebut hukumnya boleh karena program dari unit BUMDes tersebut
bertujuan untuk membantu kesulitan ekonomi masyarakat yang sifatnya
produktif maupun konsumtif. Serta dalam melakukan akad atau kontrak
dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan unsur paksaan dan dilakukan
atas dasar saling ridla antara kedua pihak.
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